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BAB II

SISTEM GADAI KONVENSIONAL

A. Pengertian Gadai Konvensional
Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata pand (bahasa Belanda) atau pledge (bahasa Inggris). Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 KHUPdt dan Artikel 1196 vv titel 19 buku III NBW.
 Menurut kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1150 disebutkan.

”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahhulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkannya.

Pengertian gadai di atas sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Definisi lain, tercantum dalam artikel 1196 VV, titel 19 buku III NBW, yang berbunyi bahwa gadai adalah :

”Hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”

Pengertian gadai dalam artikel ini cukup singkat, karena yang ditonjolkan adalah tentang hak kebendaan atas barang bergerak untuk jaminan suatu piutang. Sedangkan hal-hal yang mengatur hubungan hukum antara pemberi gadai dan pemegang gadai tidak tercantum dalam definisi tersebut. Menurut H. Salim, bahwa yang diartikan dengan gadai adalah ”suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya”.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seorang calon nasabah atau calon debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang serta memberikan hak kepada si berpiutang (kantor pegadaian) untuk melakukan penjualan / pelelangan atas barang tersebut apabila ia (si debitur) tidak mampu menebus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu telah ditentukan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang berharga bergerak dan bernilai ekonomis yang digadaikan.

2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan

3. Barang-barang yang digadaikan dapat ditebus / diambil kembali

4. Apabila barang itu sampai dilelang, maka pembiayaan diambilkan dari barang yang dilelang dahulu, sebelum diberikan kepada orang yang menggadaikan

Sedangkan pengertian Perusahaan Umum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa gadai (konvensional) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang. 

B. Sejarah dan Perkembangan Pegadaian di Indonesia
Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad ke-19, oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Lening. Bank tersebut memberikan jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakekatnya telah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia berusaha mengambil alih usaha pegadaian dan memonopolinya dengan cara mengeluarkan Staatsblad No. 131 Tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan pendirian rumah gadai resmi milik pemerintah dan statusnya menjadi Dinas Pegadaian sejak berlakunya Staatsblad no. 226 tahun 1960.

Pada masa selanjutnya, pegadaian milik pemerintah tetap diberi fasilitas monopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dinas Pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum sehingga akhirnya pada tahun 1990 menjadi Perusahaan Umum. Pada tahun 1960 Dinas Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, pada tahun 1969 diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian. Dan pada tahun 1990 diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melalui peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Pada waktu pegadaian masih berbentuk perusahaan jawatan, misi sosial dari pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh manajemennya dalam mengelola pegadaian. Pengelolaan pegadaian bisa dilaksanakan meskipun usaha tersebut mengalami kerugian. Sejak statusnya diubah menjadi Perusahaan Umum, keadaan tersebut tidak sepenuhnya dapat dipertahankan lagi. Disamping berusaha memberikan pelayanan umum berupa penyediaan dana atas dasar hukum gadai, manajemen Perum pegadaian juga berusaha agar pengelolaan usaha ini sedapat mungkin tidak mengalami kerugian. Perum pegadaian diharapkan akan dapat mengalami keuntungan atau setidaknya penerimaan yang didapat mampu menutup seluruh biaya dan pengeluarannya sendiri.

Kantor Pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

C. Visi dan Misi Pegadaian

Pegadaian konvensional harus mencapai kondisi ideal seoptimal mungkin, tanpa harus menyimpang dari tujuan pegadaian yang telah ditetapkan dalam PP. No. 10 Tahun 1990. Sejalan dengan perkembangan lingkungan perusahaan di masa depan, pimpinan dan seluruh staf pegadaian bertekad mewujudkan visi Pegadaian yaitu menjadikan tahun 2010 menjadi perusahaan yang modern, dinamis, inovatif, provitable dapat terlaksana dengan baik.

Sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara), pegadaian mengemban tugas dari pemerintah untuk ikut melaksanakan kegiatan pembangunan disektor ekonomi, ditambah dengan kepentingan untuk mewujudkan  visi, guna  meneruskan misi pegadaian yaitu:

”Ikut membantu progam pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah, melalui kegiatan utama berupa penyaluran pinjaman atau pembiayaan gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”. 

D. Tugas, Tujuan dan Fungsi Pegadaian

Pegadaian konvensional merupakan lembaga keuangan bukan bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat, atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Ada dua hal yang membuat pegadaian menjadi bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan pinjaman melalui kredit bank, namun diatur terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam-meminjam biasa.

2. Usaha pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli oleh hanya satu badan usaha saja, yaitu Perum Pegadaian.

Perum Pegadaian adalah badan usaha miliki negara yang memiliki sifat menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasar atas prinsip pengelolaan perusahaan. Lembaga ini memiliki tujuan pokok seperti dicantumkan dalam PP No. 10 tahun 1990, yaitu:

1. Turut melaksnakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Kemudian dalam PP No. 103 tahun 2000, tujuan Perum Pegadaian kembali dipertegas, yaitu : meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai.

Sedangkan fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.

2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.

3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

4. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian.

5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, lembaga pegadaian adalah salah satu badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan umum, maka sumber modalnya adalah sebagai berikut:

· Kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN dan tidak terbagi atas saham-saham.

· Usaha pemupukan modal intern dilakukan antara lain melalui penerbitan obligasi atau alat-alat sah lainnya, serta menyisihkan sejumlah tertentu laba bersih sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 52 PP No. 10 tahun 1990.

· Sumber dana lain adalah pinjaman dari BI atau bank lainnya dengan jaminan menteri keuangan.

Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang berharga. Meminjam uang ke pegadaian bukan saja prosedurnya mudah dan cepat, tetapi biaya yang dibebankan juga lebih ringan apabila dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberian kepada masyarakat dengan motto ”Mengatasi Masalah tanpa Masalah”

Hal ini berbeda apabila meminjam di bank, yang membutuhkan prosedur yang rumit dan waktu yang relatif lebih lama. Persyaratan administrasi juga sulit dipenuhi, seperti dokumen harus lengkap, dan jaminan diberikan harus berupa barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan.

Beberapa kemudahan untuk mendapatkan sumber dana dari pegadaian, dibanding dengan sumber dana dari bank, dapat dilihat perbedaannya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Pinjaman Bank dan Pegadaian

	
	Sumber dana bank
	Sumber dana pegadaian

	Proses
	Kebanyakan tidak selesai dalam sehari
	Kebanyakan selesai dalam sehari

	Jumlah dana
	Tidak melayani jumlah yang sangat keci
	Melayani jumlah yang keci sekalipun

	Agunan
	Dapat menerima agunan berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak
	Hanya menerima agunan harta bergerak

	Taksasi/agunan
	Taksasi agunan dilakukan on the spot
	Taksasi agunan/penaksiran dilakukan di kantor pegadaian

	Peruntukan dana
	Mempersoalkan untuk apa dana akan dipergunakan
	Tidak mempersoalkan untuk apa dana dipergunakan

	Penyimpanan agunan
	Umumnya bank hanya menguasai bukti kepemilikan atas agunan
	Pegadaian menguasai secara fisik agunan yang digadaikan

	Rasio agunan vs pinjaman
	Bank umumnya meminta jaminan 150% dari jumlah pinjaman
	Pegadaian memberikan pinjaman 80% sampai 90% dari taksiran agunan

	Eksekusi agunan
	Bank relatif selektif dan melalui proses yang panjang untuk mengeksekusi agunan
	Pegadaian akan melelang agunan nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman pada waktu jatuh tempo


Sumber: Arbi, 2003:229.

E. Kegiatan Usaha Pegadaian

Kegiatan pegadaian umumnya meliputi dua hal, yaitu penghimpunan dana, dan penggunaan dana, yaitu:

1. Penghimpunan Dana (Funding Product)

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: giro, deposito, dan tabungan sebagaimana perbankan.
 Sedangkan untuk melakukan kegiatan usahanya, dana perum pegadaian berasal dari
:

a. Pinjaman jangka pendek dari perbankan

Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk jaminan jangka pendek dari perbankan (sekitar 80% dari total jangka pendek yang dihimpun).

b. Pinjaman jangka pendek dari pihak lain (utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak dan lain-lain).

c. Penerbitan obligasi

Pegadaian pernah menerbitkan obligasi sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1993 dan 1994 yang jangka waktunya masing-masing lima tahun
2. Penggunaan Dana

Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian, yaitu untuk hal-hal berikut:

· Uang kas dan dana likuid

Perum pegadaian memerlukan dana likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti : kewajiban yang telah jatuh tempo, penyaluran dana kredit atas dasar hak gadai, pembayaran pajak dan lain-lain.

· Pendanaan kegiatan operasional

Dana ini untuk gaji pegawai, honor, perawatan peralatan dan lain-lain.

· Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris, yaitu: tanah, bangunan, komputer, kendaraan, dan lain-lain.

· Penyaluran dana

· Investasi lain

· Pinjaman pegawai, kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji si peminjam secara bulanan.

F. Produk Jasa Pegadaian

Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk, maka dalam menjalankan usahanya pegadaian memiliki beberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat, yaitu:

1. Pemberian Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, artinya mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang jaminan oleh peminjam, berupa agunan barang bergerak, konsekuensinya adalah nilai jaminan yang diberikan kepada peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang dijadikanj jaminan.
 Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai dari Rp. 20.000-Rp.20.000.000 dengan jaminan benda bergerak (perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya) dengan prosedur mudah dan layanan cepat.

Sewa modal (bunga) pinjaman di pegadaian merupakan pinjaman dengan jangka waktu selama 4 bulan. Apabila telah melewati batas pinjaman nasabah dapat memperpanjang dengan membayar sewa modal (bunga) atau dapat menebus barang jaminannya. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan maka pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan.
 Berikut ini adalah tarif pinjaman saat ini berdasarkan besarnya pinjaman.

Tabel 2.2 Tarif Pinjaman berdasarkan Besarnya Pinjaman

	Rubrik
	Tabel Sewa Model 

	
	Keterangan
	UP Minimal
	UP Maksimal
	Sewa Modal/15 hari

	A
	AKN
	A-Kain
	20,000
	150,00
	0.75 %

	
	AKT
	A-Kantong
	20,000
	150,00
	0.75 %

	
	AGD
	A-Gudang
	20,000
	150,00
	0.75 %

	B
	BGD
	B-Gudang
	151,000
	500,000
	1.20 %

	
	BKT
	B-Kantong
	151,000
	500,000
	1.20 %

	C
	CGD
	C-Gudang
	505,000
	20,000,000
	1.30 %

	
	CKT
	C-Kantong
	505,000
	20,000,000
	1.30 %

	
	CMT
	C-Motor
	505,000
	20,000,000
	1.30 %

	
	CMB
	C-Mobil
	505,000
	20,000,000
	1.30 %

	D
	DGD
	D-Gudang
	20,050,000
	500,000,000
	1.00 %

	
	DKT
	D-Kantong
	20,050,000
	500,000,000
	1.00 %

	
	DMT
	D-Motor
	20,050,000
	500,000,000
	1.00 %

	
	DMB
	D-Mobil
	20,050,000
	500,000,000
	1.00 %


Sumber: Prospektus Perum Pegadaian 2007

2. Penaksiran Nilai Barang

Pegadaian memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang, bagi masyarakat yang ingin menaksirkan guna mengetahui kualitas barang. Barang yang ditaksir meliputi semua barang yang bergerak, berapa nilai riil barang berharga miliknya, misalnya emas, berlian, intan, perak, dan barang bernilai lainnya. Hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut, ataupun hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Perum pegadaian memperoleh pendapat dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

3. Penitipan Barang

Pegadaian menyelenggarakan jasa penitipan barang, karena perusahaan memiliki tempat penyimpanan barang bergerak, yang cukup memadai. Menerima jasa titipan barang, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang akan menitipkan barang berharganya, seperti : barang/surat berharga. Jasa titipan ini, diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari kehilangan, kebakaran ataupun kecurian dan perampokan.

Tabel 2.3 Tarif Penitipan
	Jenis
	Lama Penitipan
	Biaya

	Dokumen dan Surat Berharga
	2 minggu

1 bulan

3 bulan

6 bulan

12 bulan
	Rp   1.500

Rp   2.000

Rp   5.800

Rp 11.100

Rp 20.000

	Perhiasan dan Barang Kecil
	2 minggu

1 bulan

3 bulan

6 bulan

12 bulan
	Rp   2.000

Rp   2.500

Rp   7.200

Rp 18.900

Rp 25.000

	Barang Gudang Ukuran Besar
	2 minggu

1 bulan

3 bulan

6 bulan

12 bulan
	Rp   2.500

Rp   3.000

Rp   8.700

Rp 16.700

Rp 30.000

	Barang Gudang Ukuran Sedang
	2 minggu

1 bulan

3 bulan

6 bulan

12 bulan
	Rp   2.000

Rp   2.500

Rp   7.200

Rp 18.900

Rp 25.000

	Barang Gudang Ukuran Kecil
	2 minggu

1 bulan

3 bulan

6 bulan

12 bulan
	Rp   1.000

Rp   1.500

Rp   4.300

Rp   8.300

Rp 15.000


   Sumber: Triandaru, 2006:216.  
4. Jasa lain

Hampir di seluruh kantor pegadaian di Indonesia mempunyai ketiga jenis jasa di atas. Disamping ketiga jasa tersebut, kantor perum pegadaian tertentu juga menawarikan jasa lain seperti:

a. Kredit kepada pegawai dengan penghasilan tetap

b. Galeri 24 atau gold counter, dimana setiap perhiasaan masyarakat yang dibeli di toko perhiasan milik pegadaian akan dilampiri sertifikat jaminan perhiasan berkualitas dengan berat dan karatase terjamin. Dengan sertifikat itulah masyarakat akan mersa yakin dan terjaminan keaslian dan kualitasnya.

c. Koin emas ONH (Ongkos Naik Haji) sebagai alternatif tabungan haji yang lebih pasti, aman, dan terjamin serta bebas riba.

d. Jasa persewaan gedung / property.

e. Kredit usaha mikro

· Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)

Kredit Angsuran Fidusia adalah pemberian pinjaman uang yang ditujukan kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan penjaminan kredit atas dasar fidusia (jaminan atas benda yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan tertentu). Kredit dengan fidusia, bagi kreditur dan debitur merupakan jaminan yang ”ideal”. Bagi kreditur uang yang dilepaskan terjamin. Sedangkan bagi debitur prosedur mendapatkan uang lebih mudah dan yang paling penting lagi lagi adalah barang jaminan tetap dapat digunakan untuk menjalankan segala aktivitas.

· KRASIDA (Kredit Angsuran Gadai)

Kredit Angsuran Gadai adalah pemberian pinjaman uang kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit atas dasar gadai.

f. Gadai gabah

Sebagai salah satu inovasi produk yang diluncurkan oleh pegadaian adalah Program Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan gadai gabah. Program ini diluncurkan atas landasan pemikiran bahwa dalam rangka mengurangi kerugian petani akibat perbedaan harga jual gabah pada saat panen raya. Sasaran utama program ini adalah membantu petani agar bisa menjual gabah yang dimilikinya sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Gabah yang diterima sebagai barang jaminan adalah Gabah Kering Giling (GKG), bila gabah petani bukan gabah kering giling maka petani akan dikenakan proses handling yang besarnya Rp. 10 per kg.

g. KRESNA (Kredit Serba Guna)

Merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai / karyawan dalam rangka kegiatan produktif / konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.

G. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itu timbul hak dan kewajiban para pihak.

1. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

a. Hak pemegang gadai

· Pemegang gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo atau pada waktu yang ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang.

· Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.

· Selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.

· Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan.

b. Kewajiban pemegang gadai

· Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua kelalaiannya.

· Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

· Menjaga barang yang digadaikan dengan sebaik-baiknya.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

a. Hak pemberi gadai

· Menerima uang gadai dari penerima gadai

· Berhak atas barang gadai, apabila hutang piutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya.

· Berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian pemegang gadai.

· Berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan hutang, bunga dan biaya lainnya.

b. Kewajiban pemberi gadai

· Melunasi utang yang telah diterimanya dan pemegang gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
· Merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya.

H. Pemberian Kredit oleh Perum Pegadaian

Pegadaian dalam menentukan besarnya jumlah pinjaman, maka barang jaminan perlu ditaksir terlebih dahulu. Untuk menaksir nilai jaminan yang dijaminkan, maka pegadaian memiliki ahli taksir yang dengan cepat menaksir, berapa nilai riil barang jaminan tersebut. Biasanya nilai taksiran lebih rendah dari nilai pasar. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah dibawah harga pasar.

Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian. Namun ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi:

a. Barang-barang perhiasan: emas, perak, platina, intan, mutiara dan batu mulia

b. Kendaraan : mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain

c. Barang-barang elektronik: kamera, radio, tape recorder, TV dan lain-lain

d. Barang-barang rumah tangga : perlengkapan dapur, perlengkapan makan

e. Mesin-mesin

f. Tekstil

g. Barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian

Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, SDM di pegadaian, menurut Marzuki perlu meminimalkan resiko yang ditanggung oleh pegadaian, serta memperhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang tertentu yang tidak dapat digadaikan, yaitu:
Binatang ternak, hasil bumi, barang dagangan dalam jumlah besar,barang yang cepat rusak dan busuk,barang yang amat kotor,barang-barang seni yang sulit ditaksir,barang yang sangat mudah terbakar,senjata api, amuniti,mesiu,barang yang disewabelikan,barang milik pemerintah,barang ilegal,surat utang, surat aksi, surat efek dan surat-surat berharga lainnya,benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkan dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin,benda yang berharga sementara atau harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh petugas gadai

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Berikut pendanaan penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya.

1. Barang kantong

b. Emas

· Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

· Petugas penaksir melakukan pengujian karatese dan berat

· Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

b. Permata

· Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.

· Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata

· Petugas penaksir menentukan nilai taksira

2. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil dan lain-lain)

· Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

· Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, maka petugas menentukan jumlah juga berdasarkan presentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan presentase ini juga telah ditentukan oleh Perum pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%.

I. Pelelangan Barang Gadai
Pelaksanaan lelang harus dipilih waktu yang baik agar tidak mengurangi hak nasabah, karena setelah nasabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, maka barang jaminannya akan dilelang dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari : pokok pinjaman, bunga, serta biaya lelang.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian.

J. Bunga Gadai

Penyaluran pinjaman pegadaian kepada masyarakat dilakukan atas dasar hukum gadai. Biaya sewa modal (bunga) yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada perum pegadaian adalah sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena tinggi rendahnya suku bunga tersebut disesuaikan dengan golongan barang gadai dan besarnya pinjaman yang diberikan.
 

Bunga gadai yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pegadaian tidak boleh lebih dari hitungan hari ke-15. Sebab apabila bunga terseut dibayarkan pada hari ke-16, besarnya bunga akan naik dua kali lipat setiap harinya (kelebihan 1 hari akan dihitung 15 hari). Misalnya seorang nasabah yang masuk dalam golongan A, terlambat satu hari dalam pembayaran bunganya, maka bunga yang harus dibayarkan 2 kali lipat, yaitu sebesar 1,5%. Begitu juga seterusnya apabila terjadi keterlambatan lagi di hari berikutnya.
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